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PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagal
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam
memenuhi hgjat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya dikuasai Negara
untuk memberi nilai tambah secara nyata dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesegjahteraan rakyat secara berkeadilan;

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan
usaha pertambangan di luar kegiatan panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air
tanah, mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasiona dan
pembangunan daerah secara berkelanjutan;

bahwa dengan mempertimbangkan perubahan Peraturan Perundang-Undangan
dibidang pertambangan serta perkembangan daerah, nasional maupun
internasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah tentang pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara yang baru, sebagai |landasan pengelolaan dan
pengusahaan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan,
berdaya saing, efisen, dan berwawasan lingkungan, guna percepatan
pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan
huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kaimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844,

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Minera dan Batubara;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang
jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Anaisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 18 Tahun 2008
tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 28 Tahun 2009
tentang Penyel enggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keputusan Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Minerad  Nomor
1453.K/10/MEM/2000 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;

Peraturan Daerah Provins Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun
2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai
daerah otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor
58);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang
Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atastanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DAN
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

el RN

Murung Raya.

No o

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya.
Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya.
Kepala Inspeks Tambang / Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (KAPITDA) adalah

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, karena kedudukannya.
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Insprektur Tambang / Pelaksana Inspekss Tambang Daerah (PITDA) adadah Pegawa Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya yang diangkat oleh Bupati, untuk melakukan
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan.
Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha
Pertambangan, 1zin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, [UP Operasi
Produksi, 1zin Pertambangan Rakyat,yang selanjunya disebut IPR, Penyelidikan Umum, Ekplorasi,
Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Kontruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian,
Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, Jasa Pertambangan, AMDAL, Reklamasi, Kegiatan
Pascatambang, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjunya disebut WUP, Wilayah |1zin Usaha Pertambangan,
yang selanjutnya disebut WIUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR,
adal ah sebagaimana dimaksud didalam UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

Jaminan Reklamasi adalah sgfumlah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai
jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.

Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan
penutupan tambang.

luran Tetap adalah penerimaan negara bukan pgjak yang dibayar kepada negara sebaga imbalan
atas kesempatan melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan, Kontruksi dan
Operasi Produksi pada suatu wilayah lzin Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha
Pertambangan.

luran Produks adalah penerimaan negara bukan paak yang dibayarkan kepada negara atas hasil
yang diperoleh dari usaha pertambangan minera dan batubara, WIUP, WIUPK atau WIUPR.
Inventarisas adalah kegiatan untuk menghasilkan data regiona secara komprehensif tentang
potensi mineral dan batubara.

Divestas adalah penjualan kepemilikan saham pihak asing kepada pemerintah, badan usaha milik
negara, milik daerah atau badan usaha swasta nasional.

Keadaan Memaksa adalah penghentian kegiatan sementara atau seluruhnya akibat peristiwa alam
atau sosial yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu.

Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan,
pelatihan dan penyuluhan dalam pel aksanaan pengel olaan pertambangan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-
undangan pengelolaan pertambangan.

Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada
pel aku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan Inti.

Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar
yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Izin Pemanfaatan Bahan Galian Hasil Pematangan Lahan, yang selanjunya disebut IPBGHPL
adalah izin penambangan yang diberikan kepada badan usaha maupun perorangan yang melakukan
pematangan lahan dengan menjual / memanfaatkan material hasil pematangan |ahan tersebut.
Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan
kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga
kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.

Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
Mineral dan batubara yang belum diolah (raw material ) adalah mineral dan batubara yang belum
dilakukan pengolahan dan pemurnian/ peningkatan kadar sehingga baik bentuk mapun mutunya
masih sama dengan bentuk aslinya saat ditambang.

Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disebut KTT, adalah pegawai yang diangkat pimpinan
perusahaan dan disyahkan oleh KAPITDA, untuk bertanggung jawab terhadap pengel olaan K3 dan
Lingkungan pada perusahaan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak adat, Tanah Adat, Masyarakat Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Adat atau Let Adat adalah
sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun
2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 .
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BAB 11
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan
yang berwawasan lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang meliputi aspek ekonomi, sosia
budaya , lingkungan hidup, teknis dan konservasi bahan galian dengan berbasis pada prinsip
praktek pertambangan yang baik (good mining practice);

Pel aksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan
sebagian kewenangannya untuk dilaksanakan oleh Kepala Dinas;

K etentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pada
wilayah Kabupaten Murung Raya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
meliputi :

a. pembuatan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagal pel aksanaan peraturan daerah ini;

b. pemberian l1zin Usaha Pertambangan (IUP), lzin Pertambangan Rakyat (IPR), lzin
Pemanfaatan Bahan Galian Hasil Pematangan Lahan ( IPBGHPL) serta pembinaan,
penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak
lingkungan;

c. pemberikan izin usaha jasa penunjang (IUJP) kepada Perusahaan Jasa Pertambangan dan
memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada perusahaan jasa pertambangan non inti
dalam rangka mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;

d. membatalkan Izin Usaha Pertambangan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan

yang memuat sanksi pembatalan IUP;

membentuk Tim Koordinasi Peneliti dan Penilai Perizinan Usaha Pertambangan;

mengel ola jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan penutupan tambang;

mengumumkan rencana penetapan wilayah pertambangan rakyat secaraterbuka;

menetapkan wilayah pertambangan rakyat, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan

DPRD Kabupaten Murung Raya;

pelelangan WIUP yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

J.  menetapkan Kepaa Dinas Sebagai Kepala Inspektur Tambang Daerah / Kepala Pelaksana
Inspeksi Tambang Daerah;

k. pemberian persetujuan gudang bahan peledak, pemberian izin penimbunan bahan peledak dan
pemberian kartu izin peledakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

I.  penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta eksport kepada Menteri
ESDM dan Gubernur;

m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi |ahan pascatambang;

n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam
penyelenggaraan pengel olaan usaha pertambangan;

0. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dibidang pertambangan
di Kabupaten Murung Raya;

p. memproses dan menerbitkan izin-izin pendukung, rekomendasi-rekomendasi dan persetujuan-
persetujuan serta surat keterangan lainnya;

S@Q ™o



pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta
informasi pertambangan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya;

penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh
data dan informasi mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Murung Raya ;
penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten Murung Raya

pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di wilayah

Kabupaten Murung Raya secara optimal ;

pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan

memperhatikan kel estarian lingkungan;

pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak pertambangan di

wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;

mel akukan bimbingan teknis usaha pertambangan yang meliputi:

bimbingan teknis penyelidikan umum;

bimbingan teknis eksplorasi;

bimbingan teknis penambangan;

bimbingan teknis pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara;

bimbingan teknis pembuatan study kelayakan dan perencanaan tambang;

bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan;

bimbingan teknis Pengel olaan dan Pemantauan Lingkungan Pertambangan;

bimbingan teknis Penyiapan UKL/UPL Pada Wilayah Pertambangan Rakyat;

bimbingan teknis reklamasi dan penutupan tambang.

bimbingan teknis pembuatan RKAB , Laporan Eksplorasi dan RKTTL;

bimbingan teknis peyusunan Laporan Kegiatan Pertambangan Rakyat;

bimbingan teknis prosedur pengangkatan kepala teknik tambang;

bimbingan teknis pengel olaan kegiatan pertambangan rakyat;

bimbingan teknis izin usaha jasa penunjang pertambangan;

bimbingan teknis pematokan wilayah izin usaha pertambangan;

bimbingan teknis evaluasi investasi sektor pertambangan;

menghentikan sementara / tetap sebagian atau seluruh usaha pertambangan pada IUP yang

melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku;

mel aksanakan pembinaan usaha pertambangan sebagai berikut :

» melakukan pendataan, pencatatan, perhitungan, penetapan dan pemungutan iuran
pertambangan, dan retribusi perijinan ;

» melakukan pemungutan pajak / retribusi daerah serta pungutan daerah yang lainnya yang
sah dari kegiatan usaha pertambangan;

= mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan dibidang pertambangan untuk
terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan
saling menguntungkan antara pemegang |IUP dengan masyarakat adat setempat pada
wilayah kegiatan usaha pertambangan;

» melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan, produksi,
pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan di wilayah 1UP, pemantauan
lingkungan, pel aksanaan reklamasi dan penutupan tambang;

=  mencegah dan penanggulangan kegiatan penambangan tanpaizin;

=  mengesahkan pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT);

= mengusulkan pengangkatan Inspektur Tambang/Pelaksanaan Inspeksi Tambang dan
mengatur pel aksanaan tugasnya;
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BAB |11
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Tata Ruang Pertambangan

Pasal 4
Inventarisasi potensi mineral dan batubara dilakukan melalui kegiatan penyelidikan umum dan
eksplorasi di lapangan, dalam rangka menyusun Tata Ruang Pertambangan;
Hasil inventarisasi potensi bahan galian tambang dijadikan dasar untuk mengevaluasi Wilayah

Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah
Pencadangan Nasional (WPN), yang merupakan Tata Ruang Pertambangan;

Tata cara Penetapan dan pemberian WIUP mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

WPR Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dalam hal terjadi tumpang tindih antar kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain
usaha pertambangan, maka prioritas lahan ditentukan oleh Bupati sesuai kewenangannya;

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan pertambangan atau rencana induk pertambangan dilakukan untuk tercapainya
keterpaduan dalam pengel olaan secararegional di Daerah;

Perencanaan pertambangan dilakukan dengan jalan menetapkan wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 6

(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :

a. penelitian pemanfaatan potensi mineral dan batubara;

b. pengujian mineral dan batubara;

c. pengembangan dan promosi mineral dan batubara terutama produk unggulan pertambangan;

d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;

e. pengembangan potensi sumberdaya manusia, masyarakat setempat terutama yang berusaha di
bidang pertambangan.

(2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dikoordinasikan dengan instansi yang terkait.
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BAB |V
PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Bentuk Perizinan

Pasal 7

Setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Murung Raya, wajib memiliki Izin Usaha
Pertambangan (IUP), lzin Pertambangan Rakyat (IPR), 1zin Pemanfaatan Bahan Galian Hasll
Pematangan Lahan (IPBGHPL) dan IUJP/SKT dengan ketentuan pemohon harus memenunhi
persyaratan admistratif, teknis, lingkungan dan finansial sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

IUP diberikan setelah mendapat WIUP pada WP, melaui proses pelelangan, untuk bahan galian
Mineral Logam dan Batubara sedangkan WIUP Mineral Non Logam dan Batuan diperoleh melalui
permohonan, pencadangan;

Tata cara Pelelangan dan Pencadangan WIUP mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

IPR diberikan pada WPR berdasarkan permohonan;

IPBGHPL diberikan berdasarkan permohonan;

IUP, IPBGHPL dan I[UJP/SKT, diberikan kepada :

a. Badan Usahg;

b. Koperasi;

c. Perorangan warga negara Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat;

IPR diberikan kepada koperasi atau perorangan masyarakat setempat;

Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan melalui badan
usaha Indonesia yang kepemilikan sahamnya sesuai dengan peraturan perundangan;

Minera tertentu tidak dapat diekspor sebagai bahan mentah (raw material) yang pengaturannya
ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan (1UP)
Pasal 8

(1) 1UP terdiri dari 2 (dua) tahap :

a. |UP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
b. ITUP Operas Produksi, meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
serta pengangkutan dan penjualan;

(2) 1UP ditetapkan dalam bentuk K eputusan Bupati;

(3) IUP Operas Produksi dapat diberikan setelah memiliki laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan

study kelayakan dan laporan Amdal yang disetujui Bupati;

(4) Sebelum mulai melaksanakan kegiatan, pemegang IUP Eksplorass wajib menempatkan dana

Jaminan Kesungguhan sebesar Rp. 50.000/Ha, dan menyampaikan laporan Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB), dan bagi IUP Operasi Produks wajib membuat laporan Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya (RKAB), menyampaikan Rencana Penutupan Tambang (RPT) dan Rencana
Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL), untuk disetujui Bupati;



(5) TUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), memuat hak dan kewagjiban, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6) 1UP tidak dapat di pindah tangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;

(7) Pelaksanaan kegiatan 1UP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2) dapat bekerjasama
dengan pemegang lzin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan atau/ pemegang Izin Usaha Jasa
Pertambangan Non Inti (SKT);

Pasal 9

(1) 1UP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian, berupa:
a batubara;
b. mineral logam dan mineral ikutannya;
c. mineral non logam atau;
d. batuan.

(2) Pemegang IUP wajib melaporkan kepada Bupati atas keterdapatan jenis bahan galian lain didalam
WIUP-nya dan kepadanya diberikan prioritas untuk pengusahaannya;

(3) Dalam hal keterdapatan bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, pemegang
IUP tidak berminat mengusahakannya, maka wajib membuat surat pernyataan tertulis kepada
Bupati, untuk diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(4) Pada suatu WIUP dapat diberikan IUP untuk jenis bahan galian berbeda setelah meminta pendapat
dari pemegang IUP terdahulu;

(5) IUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis dalam
rangka menunjang kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 10

(1) Jangka waktu pelaksanaan IUP mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

(2) Perpanjangan IUP digjukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IlUP;

(3) Luas WIUP mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) WIUP Eksplorasi yang tidak ditingkatkan menjadi WIUP Operasi Produksi menjadi WIUP bebas.
Pasal 11

(1) TUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-
kurangnya:

nama perusahaan;

lokasi dan luas wilayah;

rencana umum tata ruang;

jaminan kesungguhan;

modal investas;

perpanjangan waktu tahap kegiatan

jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

hak dan kewajiban pemegang IUP;

jenis usaha yang diberikan;

j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

k. perpagakan;

I. penyelesaian perselisihan;
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m.
n.

iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
amdal.

(2) 1UP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib memuat
ketentuan sekurang-kurangnya:

SC TPV -SOQTOSI AT OOQOQ0TO

X.

nama perusahaan;

luas wilayah;

lokasi penambangan;

lokasi pengolahan dan pemurnian;
pengangkutan dan penjualan;
modal investasi;

jangka waktu berlakunya lUP;
Jangka waktu tahap kegiatan;

penyel esaian masal ah pertanahan;

lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
danajaminan reklamasi dan pascatambang;
perpanjangan |UP,

.hak dan kewagjiban pemegang IUP,

. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
. perpajakan;

. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;

. penyelesaian perselisihan;

keselamatan dan kesehatan kerja;
konservasi mineral atau batubara;
pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
. pengembangan tenaga kerja Indonesig;
W,

pengel olaan data mineral atau batubara; dan
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 12

Hak dan Kewagjiban pemegang |UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :
(1) Pemegang IUP berhak untuk :

a
b.

C.

d.

mel aksanakan suatu pertambangan berdasarkan |UP yang diberikan.

mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan IUP-nya sesuai dengan tahapan kegiatan
pertambangan;

mendapat prioritas utama untuk memperoleh IUP jenis mineral dan batubara lain yang berada
di wilayah IUP-nya;

menjadi anggota Asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

(2) Kewajiban administratif pemegang IUP :

a

oo

menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati, Gubernur dan Menteri atas
pel aksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan IUP-nya;

menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan
kegiatan yang berada di wilayah IUP-nya, apabila [lUP-nya berakhir;

pemegang |UP memintaizin-izin pendukung dalam mel aksanakan kegiatannya di |apangan.
pemegang |UP wajib melaporkan hasil produksi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
pemegang IUP Operasi Produksi, Pemegang Izin Pengambilan Contoh Ruah atau Pemegang
Izin Penjualan Hasil Eksplorasi, dalam melakukan pengangkutan dan penjualan minera dan
batubara melintasi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih atau keluar dari wilayah Kalimantan
Tengah, wajib meminta 1zin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (IPPBG) kepada
Gubernur.

(3) Kewajiban teknis pemegang IUP :

a

pemegang IUP wajib mentaati ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
mendukung kebijakan Pembangunan Daerah;
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(4)

(1)

(2)
3

(4)
©)

(6)

(7)

. pemegang IUP wajib mentaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan serta kesejahteraan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta
mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang berwenang;
pemegang |UP wajib menanggulangi semua kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang

| terjadi atau diakibatkan oleh berbagai kegiatan pengambilan/penambangan bahan mineral dan

batubara yang pelaksanaan penanggulangannya berdasarkan perintah/petunjuk aparat
pengawas/instansi teknis terkait;

. pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen Study
Kelayakan, AMDAL dan atau UKL/UPL dan melaporkannya secara periodik;
pemegang IUP wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate

" Social Responsibility).

Kewagjiban keuangan pemegang IUP :

a. pemegang IUP wajib memenuhi kewgjiban keuangan seperti iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran
produksi, PBB dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. pemegang IUP wajib melakukan divestasi pada tahap produks sesuai ketentuan yang berlaku
yang ditetapkan bersama Pemerintah Daerah;

c.daam hal IUP didaftarkan pada pasar bursa saham dalam dan atau luar negeri harus
menggunakan badan hukum perusahaan pemegang IUP tersebuit;

d. pemohon IUP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi wajib menyetor uang jaminan kesungguhan
dan uang tersebut atas kesepakatan dapat dipergunakan untuk melaksanakan program
Tanggung Jawab Sosiad Perusahaan dan mendukung program Pemerintah Daerah lainnya
sesual dengan kesepakatan bersama;

e. pemegang IUP Eksploitasi wajib menyetor dana jaminan reklamasi dan penutupan tambang
sesuai dengan jumlah dana yang telah disetujui dan penempatannya dilakukan sebelum
dimulainya kegiatan eksploitasi/operasi produksi;

f. ketentuan penempatan dana jaminan reklamas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 13

|UP berakhir :

a. karenadikembalikan;

b. karenadibatalkan;

c. karena habis waktunya;

Pemegang IUP, dapat menyerahkan kembali |UP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati;

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan yang

cukup apa sebabnya pernyataan tersebut disampaikan;

Pengembalian IUP, dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati;

IUP, dapat dibatalkan dengan K eputusan Bupati apabila:

a. pemegang IUP, tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerahini;

b. pemegang IUP laai, menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan
oleh aparatur pengawas dan atau Inspektur Tambang (IT) untuk kepentingan Negara, Daerah
dan masyarakat;

c. pemegang IUP, dalam mengelola lUP-nya melakukan tindak pidana kejahatan;

d. terjadi konflik dengan masyarakat setempat akibat kelalaian pemegang IUP dan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah berdasarkan hukum adat setempat;

e. pemegang |IUP, berdasarkan hasil evaluasi dan atau audit, tidak mematuhi ketentuan,
peraturan dan perundangan yang berlaku;

f. terjadinyadampak negatif yang cenderung membahayakan keselamatan manusia;

0. untuk kepentingan negara/daerah/masyarakat.

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu [UP telah berakhir, sedangkan IUP tersebut tidak
diberikan perpanjangan, maka IUP tersebut berakhir menurut hukum.

Jika IUP berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) maka:
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a. segala hak selaku pemegang IUP batal menurut hukum;

b. WIUP, terbuka dengan proses lelang atau Pencadangan;

C. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan
kelanjutan pengambilan bahan-mineral dan batubara menjadi hak Negara tanpa penggantian
kerugian kepada pemegang IUP;

d. pemegang IUP, diharuskan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar,
fasilitas jalan dan jembatan, pelabuhan dan bangunan lainnya yang bersangkutan dengan usaha
pertambangan kepada Bupati dengan tidak menerima ganti kerugian.

(8 Jika IUP, berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, kepada pemegang IUP diberi
ganti kerugian yang besarnya berdasarkan hasil audit pada waktu itu;

(9)Bupati menetapkan batas waktu bagi pemegang IUP, untuk mengangkat segala sesuatu yang
menjadi hak miliknya dan bilamana segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut
menjadi milik Daerah;

(10) Prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e dan huruf f didahului dengan penghentian sementara kegiatan pertambangan oleh
Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian
tetap oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang;

Bagian Ketiga
[zin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pasal 14

(1) IPR meliputi kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjuaan;

(2) IPR ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;

(3) PR sebagaimana dimaksud memuat hak dan kewajiban;

(4) IPR dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 15

(1) 1PR diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian, berupa;
a batubarg;
b. mineral logam dan mineral ikutannya;
c. minera non logam atau,
d. batuan.

(2) Pemegang IPR wajib melaporkan kepada Bupati atas keterdapatan jenis bahan galian lain didalam
WIPR-nya dan kepadanya diberikan hak prioritas untuk pengusahaannya;

(3) Ddam ha keterdapatan bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas,
pemegang IPR tidak berminat mengusahakannya, maka wajib membuat surat pernyataan tertulis
kepada Bupati, untuk diberikan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

(5) Pada suatu WIPR dapat diberikan IPR lain, untuk jenis bahan galian berbeda setelah meminta
pendapat dari pemegang IPR terdahulu;

(5) IPR dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis dalam
rangka menunjang kegiatan usaha pertambangan.
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Pasal 16

(1) Jangka waktu pelaksanaan IPR mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Perpanjangan IPR digjukan paling lambat 1 (bulan) bulan sebelum berakhirnya IPR;

(3) Luaswilayah IPR mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) PR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),(2),(3) wajib memuat ketentuan sekurang-
kurangnya:
e nama pemohon;
» |uaswilayah;Lokas penambangan;
* |okas pengolahan dan pemurnian;
*  pengangkutan dan penjualan;
» jangkawaktu berlakunya IPR;
» jangkawaktu tahap kegiatan;
*  penyelesaian masalah pertanahan;
* lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
e perpanjangan IPR;
* hak dan kewajiban pemegang IPR;
*  perpgakan;
* penyelesaian perselisihan;
»  kesdlamatan dan kesehatan kerja;
* konservasi mineral atau batubara;
*  penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.

Pasal 18
Hak dan Kewagjiban pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut :

(1) Pemegang IPR berhak untuk :
a. melaksanakan suatu pertambangan berdasarkan IPR yang diberikan;
b. mendapat prioritas utama keterdapatan jenis mineral dan batubara lain yang berada di wilayah
IPR-nya;
c. menjadi anggota Asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

(2) Kewajiban administratif pemegang IPR :
a. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati  atas pel aksanaan kegiatan sesuai
dengan [PR-nya;
b. pemegang IPR memintaizin-izin pendukung dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan;
c. pemegang IPR wajib melaporkan hasil produks secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Kewajiban teknis pemegang IPR :

a. pemegang IPR wajib mentaati ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
mendukung kebijakan Pembangunan Daerah;

b. pemegang IPR wajib memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang
berwenang;

c. pemegang IPR wajib menanggulangi semua kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang
terjadi atau diakibatkan oleh berbagai kegiatan pengambilan/penambangan bahan-mineral dan
batubarayang pelaksanaan penanggulangannya berdasarkan perintah/petunjuk  aparat
pengawas/instans teknis terkait;

d. pemegang IPR wagib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen
UKL/UPL dan melaporkannya secara periodik;
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(4)

D)

)
®3)

(4)
(%)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Kewajiban keuangan pemegang IPR :

a. pemegang IPR wajib memenuhi kewgjiban keuangan seperti iuran tetap, iuran produksi, PBB
dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

IPR berakhir :

a. karenadikembalikan;
b. karena dibatalkan

c. karena habis waktunya.

Pemegang PR dapat menyerahkan kembali IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati;

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan aasan-alasan yang
cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan;

Pengembalian IPR dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati;

IPR dapat dibatalkan atau dihentikan dengan K eputusan Bupati apabila;

a pemegang |IPR tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini;

b. pemegang [IPR ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan
oleh aparatur pengawas dan atau Inspektur Tambang untuk kepentingan Negara, Daerah dan
masyarakat;

c. pemegang |IPR dalam mengelola IPR nya melakukan tindak pidana ke ahatan;

d. terjadi konflik dengan masyarakat setempat akibat kelalaian pemegang PR dan tidak dapat
disel esaikan secara musyawarah berdasarkan hukum adat setempat;

e. pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi dan atau audit, tidak mematuhi ketentuan,
peraturan dan perundangan yang berlaku;

f. terjadinya dampak negatif yang cendrung membahayakan keselamatan manusia;

0. untuk kepentingan negara/daerah/masyarakat.

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu IPR telah berakhir, sedangkan PR tersebut tidak
diberikan perpanjangan, maka IPR tersebut berakhir menurut hukum;

Jika IPR, berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1),(2), (3), (4) dan (5)

huruf as.d f, maka:

a. segalahak selaku pemegang PR batal menurut hukum;

b. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan
kelanjutan pengambilan bahan-mineral dan batubara menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa
penggantian kerugian kepada pemegang IPR;

Jika IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, kepada pemegang IPR diberi
ganti kerugian yang besarnya berdasarkan hasil audit pada waktu itu;

Bupati menetapkan batas waktu bagi pemegang IPR untuk mengangkat segala sesuatu yang
menjadi hak miliknya dan bilamana segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut
menjadi milik Pemerintah Daerah;

Prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf ¢, didahului
dengan penghentian sementara kegiatan pertambangan oleh Inspektur Tambang / Pelaksana
Inspeksi Tambang kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian tetap oleh Kepaa Dinas selaku
Kepala Inspektur Tambang;
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(1)

2)

3)

(4)

©)

(6)

(1)

)

D)

)
©)

Bagian keempat
Hubungan Antara Pemegang | UP dan I PR
Dengan Hak Atas Tanah

Pasal 20

IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah Negara atau tanah yang diberi suatu hak atas nama
Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta atau perorangan, terlebih dahulu harus
mendapat izin dari pegabat yang berwenang, atau pemilik hak atas tanah, sesuai peraturan
perundang-undangan;

IUP dan IPR yang berlokas sebagian atau seluruhnya berada pada tanah adat atau tanah negara
yang dikuasal oleh perorangan dan atau komunitas adat, maka pemegang IUP dan IPR harus
terlebih dahulu mendapat kesepakatan dari pemegang hak atas tanah adat tersebut;

IUP dan IPR yang terletak di sungai terlebih dulu harus mendapat pertimbangan teknis dari
instans yang terkait;

IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah Hak Milik perorangan, terlebih dulu mendapat izin dari
pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang IUP atau IPR dengan
pemegang hak yang bersangkutan;

Kesepakatan antara pemegang IUP dan IPR dengan pemegang hak atas tanah adat sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah kesepakatan penyelesaian tanah antara
pemilik/penguasa tanah dengan pemegang IUP dengan prinsip saling mengakui, saling
menghormati dan saling menguntungkan baik melalui pola kerjasama atau ganti rugi;

Dalam hal pelaksanaan pada ayat (5) tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui
Lembaga K edamangan atau Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Pasal 21
Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pemegang |UP dan IPR wajib memperlihatkan
surat ijin atau salinannya yang dilegalisir oleh peabat yang berwenang kepada pemilik hak atas
tanah;
Pemegang IUP dan IPR wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan dan kesepakatan
kepada yang berhak atas tanah atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah didalam atau

diluar wilayah usaha pertambangan akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan sengaga
atau tidak.

Bagian Kelima
| zin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP/SKT)
Pasal 22
IUJP / SKT, adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk
melaksanakan jasa usaha pertambangan inti/non inti untuk mendukung IUP sesua ketentuan
yang berlaku;
I[UJP/SKT, ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati;

I[UJP/ SKT sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat hak dan kewajiban,sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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(4)

©)

IUJP/SKT tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, terkecuali dengan persetujuan
Bupati;

Persyaratan lUJP/SKT meliputi :

surat Permohonan;

profil Perusahaan;

akta Pendirian Perusahaan;

akta Perubahan terakhir (bila ada);
tanda Daftar Perusahaan (TDP);

surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP);
surat Keterangan Domisili;

surat pernyataan;

NPWP Lokasi/Wilayah;

surat Keterangan bank;

. laporan Keuangan Perusahaan;

. permohonan dan Lampirannya dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

AT ST@ o0 o

(4) TUJIP/SKT, masa berlakunya maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali, melalui

keputusan Bupati;

(5) Berakhirnya lUJP/SKT apabila:

(1)

(2)

3)

a karenadikembalikan;
b. karena dibatalkan atau dihentikan;
c. karena habis waktunya;

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 23

Pemegang IUP, IPR dan IUJP/SKT, wajib melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya
dalam rangka kegiatan pertambangan;

Pemegang IUP wajib dan bertanggung jawab melakukan pemulihan fungsi lingkungan baik pada
saat prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi pertambangan melalui kegiatan
rehabilitasi dan atau reklamasi kawasan bekas areal pertambangan sesuai dengan tahapan
kegiatan pertambangan dan peruntukannya sehingga tidak meninggalkan areal bekas
penambangan yang rusak, tercemar dan tidak bermanfaat;

Sesuai dengan klasifikasi pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk membuat :

a. Study Kelayakan yang disetujui oleh Bupati;

b. Analisis Mengenar Dampak Lingkungan (Amdal) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (KA-Amdal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana
Pengolahan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang disetujui oleh
Bupati;

c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk kegiatan
yang tidak wajib Amdal yang disusun oleh masing-masing pemegang ijin usaha pertambangan
selaku pemrakarsa yang disetujui oleh Kepala Dinas;

d. Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) serta Rencana Lima
Tahun Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RLTKPL) termasuk Program Tanggung
Jawab Sosiad Perusahaan (Corporate Social Responsibility) AMDAL yang di setujui oleh
Bupati dan membuat |aporan pelaksanaan RTKPL secara periodik setiap 6 (enam) bulan;
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(4)

()

(6)

(7)

1)

(2)

®3)

(4)

(1)

2)

3)

e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Perusahaan setigp tahun yang disetujui oleh
KepaaDinas;

f. Rencana Penutupan Tambang (RPT) wajib disampaikan oleh pemegang IUP sebelum
dimulainya kegiatan operasi produksi dan melaksanakan RPT sesuai persetujuan Bupati.

Klasifikasi dan kualifikasi kegiatan usaha pertambangan umum yang wajib AMDAL atau
UKL/UPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Pemegang IUP wgjib melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Program Tanggung
Jawab Sosia Perusahaan (Corporate Social Responsibility) berdasarkan prinsip saling
membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

Ketentuan tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program CSR
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Dinas Pertambangan dan Energi wajib memberikan pembinaan Pengelolaan Lingkungan kepada
pemegang |PR.

Bagian Ketujuh
Keadaan M emaksa

Pasal 24

Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga
pekerjaan dalam suatu wilayah [UP, IPR,IPBGHPL dan IUJP/SKT terpaksa dihentikan
seluruhnya atau sebagian kegiatannya dan Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium
yang diperhitungkan dalam jangka waktu pemegang izin yang bersangkutan;

Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewagjiban
pemegang |UP, IPR,IPBGHPL dan IUJP/SKT tidak berlaku;

Bupati menetapkan K eputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut mengena keadaan
memaksa di Daerah dimana wilayah IUP dan IPR terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan
usaha pertambangan;

Bupati menetapkan Keputusan dalam hal diterima atau ditolaknya tenggang waktu/moratorium
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah
digjukannya permintaan tersebuit.
Bagian Kedelapan
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 25

Bupati melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan IUP,IPR,IPBGHPL,IUJP/SKT
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati
menetapkan kebijakan, norma, pedoman, standar, kriteria dan tatacara pembinaan, pengendalian
dan pengawasan terhadap pemegang |UP,IPR,IPBGHPL dan IUJP/SKT;

Objek Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan usaha pertambangan yang meliputi :
penyelidikan umum;

eksplorasi;

eksploitasi, produksi dan pemasaran;

keselamatan dan kesehatan kerja;

lingkungan pertambangan;

konservasi pertambangan;

SO0 T
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(1)

2

©)

(4)

()

(6)

@)

)

3)

g. tenagakerja;
h. barang modal;
I. investas, divestasi dan keuangan.

Pasal 26

Sebagai pel aksana teknis pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan, Bupati mengangkat
Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang

Tatacara dan persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
melalui Keputusan Bupati;

Tatacara pelaksanaan tugas lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala Inspektur Tambang Daerah;

Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang dapat menghentikan sementara sebagian atau

seluruh kegiatan pertambangan dalam hal :

a. terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis [UP;

b. terjadi konflik dengan masyarakat setempat;

c. menimbulkan akibat negatif yang cenderung membahayakan terutama bagi keselamatan
manusia;

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selaku Kepala Inspektur Tambang dapat menghentikan

tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagai tindak lanjut penghentian sementara

oleh Inspektur Tambang dalam hal :

a. terbukti terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu dan secara teknis tidak dapat
diperbaiki ;

b. terbukti terjadi konflik dengan masyarakat setempat dan tidak dapat diselesaikan yang
disebabkan karena kelalaian pemegang IUP,IPR,IPBGHPL dan IUJP/SKT;

c. terbukti menimbulkan akibat negatif terutama membahayakan keselamatan manusia dan atau
lingkungan dimana secara teknis tidak dapat diperbaiki ;

Tatacara penghentian sementara dan penghentian tetap kegiatan pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB.V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 27

Setiap pengguna jasa pelayanan perizinan, dalam rangka penerbitan IUP,IPR,IPBGHPL dan IUJP
/ SKT dikenakan retribusi sebagal Pembayaran atas penggantian biaya pelayanan penerbitan
IUP,IPR,IPBGHPL, IUJP, SKT dan atau jasa perizinan lainnya;

Objek retribusi adal ah jasa pelayanan kepada orang pribadi atau badan berupa :
a. penelusuran informasi dan penetapan koordinat;

b. pencadangan wilayah;

C. pencetakan petainformasi pertambangan;

d. iuran produksi pertambangan rakyat;

e. iuran tetap IPR;

f. jasa pelayanan perizinan;

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan
tertentu.
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(4)

(5)

D)
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BAB VI
TARIF RETRIBUS

Pasal 28

Besarnya tarif retribus jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3)
adalah sebagai berikut:

a. penelusuran informasi dan penetapan koordinat sebesar Rp. 100.000;
b. pencadangan wilayah untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 10.000.000,-;
c. biaya pencetakan petainformasi wilayah pertambangan untuk :

1) ukuran AO (841 x 1189 mm) sebesar Rp. 3.000.000,-

2) ukuran Al (594 x 840 mm) sebesar Rp. 2.000.000,-

3) ukuran A2 (420 x 594 mm) sebesar Rp. 1.500.000,-

4) ukuran A3 (297 x 420 mm) sebesar Rp. 1.000.000,-

5) ukuran A4 (210 x 297 mm) sebesar Rp.  500.000,-

d. iuran tetap IUP mineral non logam dan batuan adalah :
- untuk badan usaha dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- /tahun;
- untuk perorangan sebesar Rp.250.000 / tahun

e. iuran tetap IPR adalah :
- untuk badan usaha dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- / tahun
- untuk perorangan sebesar Rp. 250.000,-/ tahun

f. iuran jasa pelayanan perizinan adalah :
- untuk badan usaha dan koperasi sebesar Rp.500.000,-/ izin
- untuk perorangan sebesar Rp.200.000/ izin

Tata cara penyetoran dan pelaporan retribusi dibidang perizinan diatur lebih lanjut dengan
keputusan Bupati.

Pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada 31 ayat (1) dilakukan oleh pemohon dengan
disetor langsung ke rekening Kas Dagerah;

Kepada pegawai penyiap data dan informasi, pencetak peta diberikan insentif sesuai ketentuan
yang berlaku yang besarnyatidak melebihi 10% dari nilai penerimaan;

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung
Raya;

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain Pegjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Dinas Pertambangan dan energi, diberi wewenang khusus sebagal
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan-keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidanadi bidang pertambangan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang pertambangan;
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
peristiwatindak pidanadi bidang pertambangan;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan pengujian di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam
tidak pidana di bidang pertambangan;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pel aksanaan tugas penyidikan di bidang pertambangan;

0. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.

(3) Pgabat Penyidik Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesig;

(4) Pegabat Penyidik Pegawa Negeri Sipil sebagamana di maksud dalam ayat (1) menyampaikan
hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam BAB.IV
Pasal 7 ayat (1) diatas, dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, adalah pelanggaran atas pidana
kejahatan di bidang pertambangan;

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, adalah tindak pidana kejahatan
dengan menggunakan IUP,IPR,IPBGHPL dan IUJP/SKT yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
dapat diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

(4) Pelanggaran terhadap pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
bersama-sama dengan instans terkait;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan
pengawasan represif.

Pasal 32

(1) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), (2) meliputi :
a. pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
C. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
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(2) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) , (2) meliputi :

a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan
atau warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan
peraturan pelaksanaannya;

b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada lembaga peradilan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Setigp SIPD atau IUJP/SKT yang telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten,
sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa
berlakunya.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
sepanjang materinyatidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB. XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

(2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor
18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Murung Raya
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KABUPATEN MURUNG RAYA.

Disahkan di Puruk Cahu
padatanggal 1 Desember 2010

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

WILLY M YOSEPH
Diundangkan di Puruk Cahu
Padatanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

YURIANSON DJATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2010 NOM OR 108
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PENJELASAN UMUM

Kondis geografis dan geologi wilayah Kabupaten Murung Raya memiliki potensi sumber
daya alam berupa bahan galian yang cukup besar dan ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang sangat tidak ternilai harganya dan patut disyukuri. Oleh karena itu potensi yang ada perlu
dikelola dan diusahakan seefisien dan seefektif mungkin guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kesgjahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan terhadap beberapa peraturan yang
menjadi dasar hukum diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur,
menertibkan, mengamankan serta mengawasai usaha-usaha dibidang pertambangan sehingga dapat
terlaksananya kelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Minera dan
Batubara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Murung Raya dalam rangka berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan
kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha di bidang Pertambangan dilaksanakan
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya dengan instansi terkait lainnya yang
mengacu pada Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan di bidang
Pertambangan yang berlaku.

Dengan melalui pengusahaan bahan galian yang dilaksanakan dengan pemberian 1zin
usaha Pertambangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dapat memberikan
kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjamin
adanya suatu kepastian dalam usaha penambangan minera dan batubara di Kabupaten Murung
Raya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam yang
pada akhirnya dapat mewujudkan kesegjahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya khususnya
dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1 sampai dengan 6
Cukup jelas
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Angka7

Kepala Inspeks Tambang/K epala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (KAPITDA) adalah
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, karena kedudukannya;
Angka 8

Inspektur Tambang/Pelaksana Inspektur Tambang Daerah (PITDA) adalah pegawai Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya yang diangkat oleh Bupati, untuk
melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada kegiatan
usaha pertambangan;

Angka9

Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan mineral
dan batubara yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya;

Angka 10

Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha
Pertambangan, 1zin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi, 1zin Pertambangan Rakyat,yang selanjunya disebut IPR, Penyelidikan
Umum, Ekplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Kontruksi, Penambangan,
Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, Jasa Pertambangan,
AMDAL, Reklamasi, Kegiatan Pascatambang, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah
Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, Wilayah Usaha Pertambangan, yang
selanjunya disebut WUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WIUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah sebagaimana
dimaksud diddlam UU Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;
Angka 1l

Jaminan Reklamasi adalah sgumlah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan
sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan;
Angka 12

Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk
melaksanakan penutupan tambang;
Angka 13

luran Tetap adalah penerimaan negara bukan pajak yang dibayar kepada negara sebagai
imbalan atas kesempatan melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan,
Kontruksi dan Operasi Produks pada suatu wilayah 1zin Usaha Pertambangan dan/atau
Perjanjian Usaha Pertambangan;

Angka 14

luran Produksi adalah penerimaan negara bukan pajak yang dibayarkan kepada negara atas
hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan mineral dan batubara, WIUP, WUPK atau
WUPR,

Angka 15

Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regiona secara konprehensif tentang
potensi mineral dan batubara;
Angka 16

Divestasi adalah penjualan kepemilikan saham pihak asing kepada pemerintah, badan usaha
milik negara, milik daerah atau badan usaha swasta nasional;

Angka 17

Keadaan Memaksa adalah penghentian kegiatan sementara atau seluruhnya akibat peristiwa
alam atau sosid yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu antara lain, pertikaian
senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan,
perselisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran dan lain-lain
bencanadiluar kemampuan manusia.
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Angka 18

Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk,
bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pel aksanaan pengel olaan pertambangan;

Angka 19 sampai dengan 27
Cukup jelas

Angka 28

Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam
lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat,
sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat dayak setempat;

Pasal 2

Ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jalas
Pasal 4

Ayat (1) sampai dengan ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1) sampai dengan ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :

a.  penelitian pemanfaatan potensi minera dan batubara;

b. pengujian mineral dan batubara;

Cc. pengembangan dan promosi minera dan batubara terutama produk unggulan
pertambangan;

d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;

e. pengembangan potensi sumberdaya manusia, masyarakat setempat terutama yang
berusaha di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dikoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Pasal 7
Ayat (1)

Setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Murung Raya, wajib memiliki 1zin
Usaha Pertambangan (IUP), lzin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pemanfaatan
Bahan Galian Hasil Pematangan Lahan (IPBGHPL) dan ITUJP/SKT dengan ketentuan
pemohon harus memenuhi persyaratan admistratif, teknis, lingkungan dan finansia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (2) sampai dengan (9)
Cukup jelas
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Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan (7)
Cuku jelas

Pasal 9
Ayat (1)

IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian, berupa:
a batubarg;

b. mineral logam dan mineral ikutannya;

c. minera non logam atau;

d. batuan.

Ayat (2) sampai dengan (5)
Cukup jelas
Pasal 10

Ayat (1) sampai dengan (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) sampai dengan (2)
Cuku jelas

Pasal 12
Ayat (1) sampaidengan (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
a  |UP berakhir :
b. karenadikembalikan;
c. karenadibatakan;
d. karenahabiswaktunya;

Pasal 14
Ayat (1) sampai dengan (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1) sampai dengan (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1) sampai dengan (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) sampai dengan (4)

Pasal 19
Ayat (1) sampai dengan (9)
Cukup jelas
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Ayat (10)

Prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c,
didahului dengan penghentian sementara kegiatan pertambangan oleh Inspektur
Tambang / Peaksana Inspeksi Tambang kemudian ditindaklanjuti dengan
penghentian tetap oleh Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang;

Pasal 20
Ayat (1) sampai dengan (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP dan IPR wajib
memperlihatkan surat izin atau salinannya yang telah dilegalisir oleh pegjabat yang
berwenang pada pemilik hak atas tanah;

Ayat (2)

Pemegang IUP dan IPR wajib memberikan konpensasi sesual ketentuan dan
kesepakatan kepada yang berhak atas tanah atas kerusakan sesuatu yang berada diatas
tanah didalam atau diluar wilayah usaha pertambangan akibat dari usahanya baik
perbuatan itu dilakukan sengaja ataub tidak;

Pasal 22
Ayat (1) sampai dengan (5)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) sampai dengan (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Klasifikasi dam kualifikas kegiatan usaha pertambangan umum yang wajib AMDAL
atau UKL/UPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Ayat (5)
Pemegang IUP wajib melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui
Program Tanggung Jawab Sosiad Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
berdasarkan prinsip saing membutuhkan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan;

Ayat (6)
Ketentuan tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program
CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati;

Ayat (7)

Dinas Pertambangan dan Energi wagib memberikan pembinaan Pengelolaan
Lingkungan kepada pemegang IPR.
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Pasal 24
Ayat (1)

Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu,
sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah IUP, IPR,IPBGHPL dan I[UJP/SKT terpaksa
dihentikan seluruhnya atau sebagian kegiatannya dan Bupati dapat menentukan
tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu pemegang izin
yang bersangkutan;

Ayat (2) sampai dengan (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) sampai dengan (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1) sampai dengan (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Tatacara penghentian sementara dan penghentian tetap kegiatan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut melalui
K eputusan Bupati;

Pasal 27
Ayat (1) sampai dengan (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1) sampai dengan (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Besarnya tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari
penjualan dilokasi;

Pasal 30
Ayat (1) sampai dengan (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tata cara penyetoran dan pelaporan retribusi dibidang perizinan diatur lebih lanjut
dengan keputusan Bupati;

Ayat (3) sampai dengan (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) sampai dengan (2)
Cukup jelas

-27-



Ayat (3)
Pgabat Penyidik Pegawai Negeri sebagamana dimaksud daam ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Ayat (4)
Pgabat Penyidik Pegawai Negeri sebagamana dimaksud dalam ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 33
Ayat (1)
Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam
BAB.IV Pasa 7 ayat (1) diatas, dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (2) sampai dengan (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1) sampai dengan (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) sampai dengan (2)
Cukup jelas

Pasal 36 sampai dengan pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR
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